MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/PMK.04/2019
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH
YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan
bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat
atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk
kepentingan umum telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang
Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.O4/QOO7 tentang Pemberian Pembebasan
Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk

Kepentingan Umum,;
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- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pehgaw_asah dan
| pelayanan dalam pemberian _' pembebasan bea ma_sﬁk,

" atas impor bérang “oleh pemerintéh pusat atau "
pemermtah daerah yang dltuJukan untuk kepentmgan
umum melalul penyederhanaan prosedur kepabeanan .
perlu melakukan. penyempurnaan terhadap ketentuan = -
sebagaimana dlmaksu_d dalam huruf a; »

- c. bahwa berdésarkan‘ : pertimbari-gan sebagéimaﬁé_

| dimaksud dalam huruf a dan'huruf "B, sérta- untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ~ayat (3) Undan’gi‘

.Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan"
atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Pera_turan Menteri
_Keuangan‘ tentang Pembebésan Bea Masuk atas Imporl

~Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

yang Dltujukan untuk Kepentmgan Umum;

- Mengingat ' Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang -

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik_lndonesia Nomor
. 75, Tambahan Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor -

3612) sebagaimana telah diubah deﬁgah Undaﬁg Uﬁdang

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang—

‘ Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaraﬁ - Negara Republik Indonesia = Tahun 2006”
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661); | | |

| ~ MEMUTUSKAN: | |

" Menetapkan  : PERATURAN  MENTERI ~ KEUANGAN  TENTANG
R PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH

' PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG' N
DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. |
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

'Kepentihgan Umum adalah kepentingan bangsa dan

negara dan/atau kepentingan masyarakat yang' tidak

mengutamakan kepentingan di bidang keuangan

Pemerintah Pusat adalah Presiden Repubhk Indonema-

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana yang dimaksud dalamb Undang--

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

penyelenggara pemerintahan daerah yang me_rnlmpln

pelaksénaan> urusan = pemerintahan - yang - menjadi

kewenangan daerah otonom.

.~ Hibah adalah pemberian/bantuan ’b:arang secara cuma--

cuma tanpa syarat pembayaran dari pemberi dan/atau

pengirim tertentu kepada Pemerintah Pusat = atau

Pemerintah Daerah..

| Pemerlntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur ‘

Pihak Ketiga adalah badan usaha yang melakukan

kontrak kerjasama dengan Pemerintah 'Pusat, atau
Pemerintah Daerah.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut -

: Kawasan Bebas adalah ~suatu kawasan yang ' berada

Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga

bebas dari pengenaan bea.'masuk Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewabh, dan cuka1

Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah s1stem

integrasi seluruh layanan Dlrektorat Jenderal Bea dan'

Cukai kepada semua péngguna jasa yang bersifat publik

dan‘ berbasis web.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Pasal 2

Atas impor barang oleh Pemerintah - Pusat atau

Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan

Umum dapat diberikan pembebasan bea rr'lvasuk.

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimakéud pa_da'

ayét (1) juga dapat diberikan atas:

a. impor barang melalui tempat penlmbunan berlkat -

kawasan ekonoml khusus atau Kawasan Bebas

b pemmdahtanganan barang - 1mpor - yang te_l’éh A

mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima

' pembebasan bea masuk; atau

c. penyelesaian barang impor = sementara dengan

dihibahkan kepada Pemefintah‘Pusat._

Pasal 3

Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan:

a. .

pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dan / atau

© Hibah.

Pasal 4

Untuk mendapatkan _ pembebasan  bea masuk

sebagaimana “dimaksud dalam Pasal 2 ayat ('1),-

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Plhak Ketlga

“dan BelanJa Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan' A

mengajukan permohonan kepada Menteri melalu1 Ke_pala'_ ;

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Contoh format surat permohonan sebagaimana dimaksud-

' pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A y_ahg

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

‘ Me_nteri ini.
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(3) Terhadap barang impor sebagaimana dimaksﬁd dalam

Pasal 2 yang_merupakan pembelian yang dibiayai den'gan

Anggarzin Pendapatan dan Belanja Negara ‘(APBN) ‘atau

' An'ggaran Pend‘apatan dan ‘Belanja Daerah .(APBD)
" permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pahng -
" “ sedikit harus d11amp1r1 dengan: ,

a. fotokopl Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
atau dokumen yang sejems dengan Da_ftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DiPA); . v |

b. surat  pernyataan = yang menyatakan bahwa _

o pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) atau dokumen yahg sejenis deﬁgan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggarah (DI'PA)‘ atas

~ barang yang dimintakan pembebasan bea masuk
© tidak mehputl unsur bea. masuk dan/ atau pajak. -
dalam rangka impor; dan | _'

c fotokop1 perjanjlan atau kontrak pengadaan barang
dengan P1hak Ketiga yang menyebutkan bahwa .
- harga dalarn perjan_]lan atau kontrak pengadaan

- barang tldak mel1put1 pembayaran_ bea masuk
dan/atau pajak dalam rangka impor, 'dalam ‘hal

pengadaan barang menggunakan Plhak Ketlga '

4 Terhadap - barang impor sebagalmana dlmaksud dalam '

Pasal 2 yang mcrupakan Hlbah, permohonan
sebagaimana dimaksud padét ayat (1) paling sedikit harus -
dilampiri dengan: | | |
a. fotokopi surat keterangah dari pemberi Hibah
'v berupa gift certificate atau -memorandum  of
' und_erstanding,- Yan‘g' menyatakan bahwa -ﬂbaraﬁg _ |
untuk ’Kepentingan Umum t_efsébut- ni_e'rupakén _
Hibah yang diberikan _langsur_ig kepada Pemerintah '
- Pusat atau Pemerintah Daerah; dan | . |
b. fotokopi dokumen persetujuan Hlbah - dari
Pemerintah Pusat, dalam  hal baraﬁg B "impor
mertipakan Hibah dari luar negeri yarig dltujukan

kepada Pemerintah Daerah.
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' Pasal 4 ayat (1) disetujui, Kepalé_l Kantor - Wilayah

)

Permohonan sebagaimana difnaksﬁd pada ayat (1) dan

‘surat pernyataan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)’

huruf b ditandatangani oleh:
a. pimpinan satuan kerja selaku kuasa ' 'penggund

anggaran; atau

b.  pejabat paling rendah sétingkat Eselon II atau

pimpinan tinggi pratama

dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

~diajukan oleh Pihak Ketiga, ditandatangani oleh

pimpinan dari Pihak ertiga' dan dilampiri dengan '

perjanj-ién atau kontr_ak'_, pengadaan‘ barang  antara

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah'dengan Pihak .

Ketiga.

Pasal 5

Atas permohonan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 4

ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea-

dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan |

Cukai melakukan penehtlan terhadap 'peménuhan

persyaratan untuk mendapatkan pembebasan ‘bea

masuk.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dallam‘

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor

Pélayanan_ Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri _'
menefbitkan Keputusan Menteri ' Keuangan mengenai-

pembebasan  bea - ‘masuk atas 1mpor barang yang

ditujukan untuk Kepentmgan Umum

Contoh . format Keputusan ~ ‘Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam_.

Lampiran‘ huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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(3)

< 7

Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang
diberikan perhbebasan bea masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri
Keuangan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan
surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan

alasan penolakan.

Pasal 6

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan perubahan jika:

a. terjadi kesalahan tulis atau kesalahan keﬁk;
dan/atau

b. terdapat perubahan data dari' yang bersangkutan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan sepanjang:

a. pemberitahuan pabean atas barang impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum
mendapatkan nomor pendaftaran pada kantor
pabean tempat pemasukan; dan

b. masih dalam  jangka  waktu  pengimporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Untuk dapat - melakukan perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan

perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri melalui

Kepala Kantor - Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan

Cukai dengan menyebutkan alasan dilakukan perubahan

dan melampirkan dokumen pendukung  alasan

perubahan.

© wwwjdih.kemenkeu.go.id e
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(5)

(1)

Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud

 pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan
persyaratan untuk dapat melakukan perubahan terhadap
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2).

Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai
perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri
menerbitkan surat pemberitahuan penolakan. dengan

menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 7
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3), serta hasil pindaian dari
dokumen asli lampiran permohonan, disampaikan secara
elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.
Dalam hal Portal ‘Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
Sistem Indonesia National Single Window mengalami
gangguan  operasional, permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
disertai dengan:
a. lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan
b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media

penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.

~www.jdih.kemenkeu.go.id
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A; Persetujuan Sebagaimana - dimaksud dalam ‘Pasal 5

ayat (2) dan Pasal '6‘ ayat (5) atau penolakan

sebagaimana dimaksud dalam. Pasal S ayat (5) dan'

Pasal 6 ayat (6), dilakukan pahng lama: ‘

a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah pefmohonan'
diterifna secara lengkap dan behar, ‘dalam hal
permohonan diajukan secara elektronik; atau -

b. 3 (t_iga). hari kerja terhitung setelah permohonan'

| diterima secara lengkap dan benar, dalam hal

" permohonan diajukan secara tertulis.

Pasal 8

Barang impor sebagalmana d1maksud dalam Pasal 2, :

: dapat d1kecuahkan dari ketentuan mengena1 pembatasan

impor berdasarkan rekomendasi  dari _kement_e_r1an/
lémbaga terkait sesuai dengan ketehtuan pera’tu'raﬁ
perundahg—undangan. | '. ) |

Tata car_é pengeluaran barang impor .‘sebagajmaha'
dimaksud dalam Pasal 2 ayaf (2) huruf v a, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuén peraturari perundang-
undangan mengenai pengeluaran barang da’ﬂ tempat‘
pemmbunan ‘berikat, kawasan ekonomi khusus, atau

Kawasan Bebas

- Tata cara pemlndahtanganan barang 1mpor sebagannana

dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan

__'sesua-l dengan ketentuan peraturan perundang-

(4)

undangan mengenal pemberian pembebasan bea masuk.

Tata cara penyelesalan impor sementara dengan tujuan-
dihibahkan kepada Pemerintah Pusat sebagalmana
d1maksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dllaksanakan
sesuai ' dengan ketentuan peraturan perundang—

undangan mengenai impor sementara.

www_.jdih..kemenkeu;go.id_ r
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| ‘ Pasal 9 ‘
Terhadap barang impor _sebagaimana dinﬁakéud ‘dalam
Pasal 2, dapat diberikan fasilités i)erpajakan be.rupa: A |
a. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajakv
-Pertambahan Nilai dan Pajak Pénjualan atas Barang
MeWah; dan/atau | | | ' | -
e dikecualikan dari pemungutan Pajak Peng.hasilah ,
Pasal 22, fegt ST |
sesuai dengan ketentuan peraturan _pe'r‘lilndang-undangan'A

meﬁgenai perpajakan.

Pasal 10 |

Pelaksanaan Hibah dari barang impor sebagaimarié dimékéud

- dalam Pasal 2 yang merupakan Hibah luar negeri yéng'_'

ditujukan kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan ‘sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang.

mengatur mengenai Hibah daerah.

Pasal 11 : |

Ba'fang." impor sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 2 yang
dlgunakan " tidak  sesuai dengaﬁ ‘ tujuari pémberian‘_’ |
pe'm_bebasan bea rﬁasuk, bea masuk dan/ atau pajak Adalan.l-
‘r_angka impor 'yang: terutang wajib divba_ya‘r dén dikenakan -
sanksi administrasi sesuai dengan . ketentuan - perafuran
perundang-undangan yang mengatur' 'menge.nai : Sanksi
administrasi di bidang kepabeanan dan/atau di bidang

perpajakan.

Pasal 12
Barahg impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat
diseleSaikan kewajibaﬁ pabeannya dengan cara: |
| a. dipindahtangahkan; |
| b. diékspbr kembail_i; :atau |

c. dimusnahkan.

www.jdih.kemenkeu.go.id f R
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_ Pasal 13 | |
(1) Penyelesalan kewajlban pabean atas barang impor untuk
o Kepentmgan Umum dengan cara d1p1ndahtangankan '
sebagalmana d1maksud dalam Pasal 12 huruf a._j
dilakukan dengan ketentuan: |
a.  barang impo’r telah digunakah _pvaling singkat's_elam'a .
2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pember_i_téhUaﬁ |
pabean; atau | - - ¢ o
b. ‘. barang impor tidak dapat atau  tidak .la'yak'_
dipergunakan lag1 oleh Pemerinfah Pusat atau
Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendas1 dari
kementerian/lembaga teknis terkait. |
(2) Ketentuan mengenai jangka waktu pemindahtanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak -
. berlaku jdalém hal: | - | -
- terjadi keédaan 'kahar (fofce" ’majeure) yang »
'dlbuktlkan dengan surat keterangan darl 1nstans1 N
. yang berwenang, atau v , o -
b. dipindahtangankan kepada = pihak lain ~ yang

mendapatkan pembebasan bea maéuk.

Pasal 14
(1) Terhadap pemindahtanganan sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 12 huruf a, terutang bea masuk dan/atau
pajak dalam‘ rangka impor. | |
(2) - Dikecualikan  dari ketentuan - sebagaimana “dimaksud
pada ayat (1) jika: | | ‘ _
a. peminda‘ht_anganan_ dilakukan-sctclah 5 (lima-) tahun
tér-hituhg sejak tanggal pemberitahuan pabean; |
- b. terjadi kéadaan kahar (forceA ‘majeure) yang
| dibuktikan dengan surat keterangan dari 1nstans1 i o
yang berwenang, atau » ‘
c. dipindahtangankan kepada - sesama ‘Vpenerima

pembebasan bea masuk.

www.jdih.kemenkeu.go.id e‘
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Dalam hal barang impbr se‘baga‘imana_‘ dimaksud dalam

Pasal 2 berupa kendaraan bermoto’r,'pémindahtanganan-

yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun 't‘erhifun_g-' sejak

tanggal pemberitahuan pabean disertai dengan ke_wajibaﬁ

membayar bea masuk dan pajak dalam fangka impor

yang terutang.

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalarh_

Pasal 2 terjadi keadaan kahar (force majeuré) .nam.u.n

“barang masih memiliki nilai ekononiis,
pemmdahtanganan yang dilakukan sampai. dehgari'
- 5 (lima) tahun terhltung sejak tanggal pemberltahuan
pabean dlsertal dengan kewajlban membayar bea masuk‘ :

~dan paJak dalam rangka impor yang terutang

Pa.sal 15 |
Pemindahtanganan sebagaiméma- dimaksu’d ‘d_ala_m‘v
Pasal 12 huruf a atas: ‘ | :
g " - barang impor selain kendaraan bermotor yang
~dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhltung
sejak tanggal pefnberitahuan pabean; atau |

b. barang impor berupa kendaraan bermotor,

Menteri.

U_'n’tuk.' | me_ndap'atkén v 'pérSetujuah' pemindaht_ahganan_

“dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat

‘atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan'

‘kepada Menteri melalul Kepala Kantor Wllayah D1rektorat

Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan

Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan

Contoh format surat permohonan pemmdahtangananv

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

vWWW.jdih.kemen_keu.go.id'
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(4) Permohonan sebagaimana dimaksud 'pada' ayat (2)

' disampaikan secara elektronik melalui Pthal Dirékto_rat
Jenderal Beé dan Cukai atau Sistem Indonesia Natibnal'
Single Window. | .

- (5) 'Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan

| - Sistem Indonesm Natlonal Szngle Wlndow mengalaml

gangguan . operaswnal, permohonan sebagalmana_'

‘ dirhaksud pada ayat (2) dlajukan secara tertulis dan |

- disertai dengan: ' '

.a. lampiran pefmohonari dalam berit'uk hardéopy; _dah
b. hasﬂ pindaian dari dokumen ash dalam med1a

peny1mpan data elektromk dalam bentuk softcopy

Pasal 16
(1) Atas permohonan sebagaim'ana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea'
dah Cukai atau Kepala Kepala Kahtor Pelayanan Utama
" Bea dan - Cukai melakukan penelitian | terhadap L

- pemenuhan persyaratan permohonan pemmdahtanganan

. (2) Dalam hal’ permohonan sebageumana dimaksud dalam- ,

Pasal 15 ayat (2) d;setuj_ul, Kepala Kantor  Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atéu Kepala,_Kantor.
Pelayanan Utama Bea dan Cukai até_ls ‘nar:ia‘ Menteri-
menerbitkan: ‘ s | |
a. Kepu'tusan Menteri ~ Keuangan B mengenai,
pemindahtangénari barang impor oleh ._Pemerintah
‘Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan
untuk  Kepentingan Umum  disertai  dengan
kewajiban | rne'mb.ayar bea masuk dan/ afau pajak
~dalam rangka impor yang tefutang, dalam hal
pemindahtanganan ‘dilak:ukan kepéda . s.elain.

penerima pembebasan bea masuk; atau
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b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pemindahtanganan barang impor oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan
untuk Kepentingan Umum tidak disertai dengan
kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak
dalam rangka impor yang terutang, dalam hal
pemindahtanganan dilakukan kepada sesama
penerima pémbebasan bea masuk;

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor

Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri

menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan

menyebutkan alasan penolakan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau

penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat A(3),

dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah

permohonan pemindahtanganan diterima.

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari

terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Contoh format  Keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum

dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh format Keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana dfmaksud pada ayat (2) huruf b tercantum

dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Pembayaran bea masuk dan /atau pajak dalam rangka
impor yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) huruf a.
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.‘(2) Pembayaran bea masuk dan/atau. pajak dalam rangka :
impor sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat '(1'),'.
dilaksanakan berdasarkan pada k1a31ﬁka51 pembebanan
dan nilai pabean dalam pemberitahuan pabean impor
péd.a saat pemasukan. | _

'(3) Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka
impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bérang'
impor berupa kendaraan bermotor, dilaksanakan dengah
ketentuan sebagai berikut: | |

- a. dalam hél_ pemindahtanganan dilakukan'v'-.SMpai_
o dengan 5 ‘(l_ima)v ‘takiun terhitu'ng. sejak tanggal
pemberitahuan pabean, ‘t.ar'if dan nilai pabean yéng '
berlaku yakm tarif dan nilai. pabean pada tanggalv
pemberltahuan pabean impor; - . B
b. dalam hal pemmdahtanganan dllakukan setelah
S (lima) tahun terhltung sejak ‘tanggal_
v pemberltahuan pabean: ' “ 4
1. tarif yang berlaku yakni ta11f pada tanggal
pemberltahuan pabean impor; dan
2. nilai pabean yang berlaku yakni nilai'
' pabean pada_ saat kendaraan bermotor
dipin_dahtang_ahkan; .
4 Per’nbayé_ran ‘bea masuk dan/atau pajak dalam -rangka g
‘ vi'r'npor Sebagaimana dimaksud pada ayétt (1)‘:untuk barahg' :
'1mpor dalam hal terjadi keadaan kahar (force ma]eure),"
‘dllaksanakan berdasarkan pada tarif dan n11a1 pabean .
yang berlaku pada saat dlplndahtangankan ‘
(5) Pemenuhan kewajiban  kepabeanan sébagaimana
" dimaksud pada ayét (1) dilakukan di kantor 'pébeari-

tempat pemasukan barang.
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Pasal 18 ,
Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 |
huruf a atas barang impor selain kendaraan bermotor yang
dilakukan setelah S (lima) tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pébean dapat dilakukan tanpalpersetujuan'

- dari Menteri. .

Pasal 19 -

(1) F‘Penyelesai'an' kewajiban pabéan atas barang impor untuk

| Kepéntingaﬁ Umum dengan _' Qéi“a ..ekspor_ ké_’rhbéli'
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 .hu'r‘u_f b,
dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan'pabeén |
ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan mengenai ekspor

(2) Pemerintah = Pusat atau Pemerintah Daerah yang:

- melakukan ekspor kembali barang impor sebagaimaﬁa
'dimaksild dalam Pasal 2, dibebaskan dari kewaj‘iban‘
untuk membayar bea masuk dan/ atau paJak dalam

' rangka 1mpor yang terutang.

_ - Pasal 20 |

(1) 'Penyelesaianvkewajiban pabean atas bai'arig irripof untuk
Kepentingan Umﬁm dengan - cara pemusnahanl
sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dapat
dilakukan setelah 2 (dua) tahun terh1tung seJak tanggal :
pemberltahuan pabean. '

(2) Ketentuan mengenai jangka waktu pemusnahan
sebégaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam'

| v hal terjadi keadaan kahar (fdrce majeure).
- (3) B'arang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yahg g
. telah dilakukan _pér_nusnahan dibebaskan dari kéwajibaﬁ

membayar bea masuk dan pajak dalam'rangka impor.

www.jdih.kemenkeu.go.id r |
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Pasal 21

Tata laksana pemindahtanganan, ekspor kembali, dan
pemusnahan barang impor yang ditujukan untuk
Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai barang milik negara.

Pasal 22
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (2),
digunakan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas
kepabeanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemberiari pembebasan bea masuk atas barang

impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 23
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktofat Jenderal Bea dan

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan

Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),

Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), Pasal 16

ayat (2), dan Pasal 16 ayat (3):

a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. berfanggung jawab  secara  substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan
kepada yang bersangkutan; dan

c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan
kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.

(2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea

dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang

diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian

(Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.

~ www.jdih kemenkeu.go.id e
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(3) Pejabat pelaksana“haria'n (Plh) atau bejabat"pelak'sana.
‘ tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimak‘su_'d'. pada
ayat (2) 'bertanggung jawab secara suibstansi - aitas
pelaksahaan pelinipahan wewenang yahg: dibefika_n |

kepada yang bersangkutan. .

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. perfnohonan pembebasan bea masul atas irhpor bafang
 yang ditujukan ‘untuk - Kepentingan Umum yari'g tel_éh
diéjgka‘n sebelum berlakunya'Pefaturan Menteri ini dan_'
. belum mendapat keputusan, p__emroseéaﬁ permohonan.
pembebasan bea .masuk dilakéanakan | berdasarkan
Peraturan Menteri-Keuangan Nﬂ(‘)mo.r. 163/ PMKAO4/ 20107"
tentang Pemberian ‘.Pembeba'sah Bea Masuk_ ata'sv 'Ir_n:p'or
Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah'Daerah’
yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Ke_uangan Né_mor
28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan
- Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tent_aﬁg_ :
>Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
~oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah byan‘g
Di_tujukah untuk Kepentihgan Umﬁm; dan - |
2. Keput_uéan Ménteri Keuangan iriengenai pemberian
: pembebasan _‘bea masuk - atas .im'p"o'r _bérang oleh’
‘Pemerintah Pusat atéu. Pemerintah Dae"rah._- yang
ditujukan untuk kepentingan urr_uim yang . télah
diterbitkan berdasarkan Pefatﬂraﬁ Menteri- Kéuangari
Nomor 163/PMK.04/2007 teﬁtang v .Pemberian.‘
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Ba'r'ang Oleh
Pemerintah Pusat - atau .'Pemerintah ,. Daerah 'ya'ng'
Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagairﬁana 'tel_ah‘
vdiﬁbah dengan Peraturan Méntéri Keuangan Nomor

28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan :
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Menteri Keuangan Nomor = 163/PMK.04/2007 tentang
Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas‘Impo'r -Bérang'
Cleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah y_aﬁg_
Ditujukan untuk Kepentingan Umum, dinyatakan tetap
- berlaku- safnpai dengan berakhirnya masa “»be>r1aku

Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Pasal 25 o
Pada saat Peraturan Menteri ini mula1 berlaku Peraturan,

Menteri Keuangan Nomor 1A63.-/PM_K.4O4/200_7" tentang

Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor B'afang'Ol'eh

- Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah . yang D1tuJukan '

Untuk Kepentingan Umum sebaga1rnana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan = Nomor 28/PMK.011 / 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

163/PMK.04/2007 tentang Pemberién - Pembebasan Bea

_Mé_lsuk 'Iatas' Impo_r Barang Oleh ‘Pemerintah Pusat atau

~ Pemerintah 'Daer‘ah ; yang ‘Di‘tujukan- untuk Kep'entingah ,
 Umum' (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nor_nbr 95), di_cabut'dan dinyatakan tidak bé_rlaku.

~ Pasal 26 | |
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (t1ga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan. -

www.jdih.kemenkeu.go.id (k


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/163~PMK.04~2007Per.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/163~PMK.04~2007Per.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/28~PMK.011~2011Per.HTM

= O =

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1499

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian

ARIF BINTARTO YUWON

i\ *

NIP 19710912 1997034001~
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-~ NOMOR 171/PMK. 04/2019
"TENTANG- :
' PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH
PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG
DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS‘_ '
'IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH |
DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT PEMOHON

 Nomor : o o ‘ R v W < W
Lampiran : .......... ) [— ‘ - . ;

“Hal . :. Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
: Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum ‘

Yth._ Mentéri.Keuaﬁgan :
melalui .......... (B} vermond

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, atas impor barang yang_ ‘
ditujukan untuk kepentmgan umum, dengan data-data sebagai berikut:

SRS TR e A O

Nama Instansi v R T T S (5] IO R RN S e -
NPWP Instansi : Ul e v S s G (Thsssmusnss snimasininin I
Alamat Instansi. . . ' 3 s S S R A T 1< | PRSI, e i

. Nama Importir ' b e it v T passsonioin

. NPWP Importir S . S i I o () s s
Alamat Importir : I S e e 3 1 41 A WA T
Plhak yang dapat d1hubung1 : 5 penmsteaser ot e Rt 5 et (12) e, -
Nama program/ proyek/kegiatan . S e SaTA G S— (13).....eun — e
Sumber perolehan barang P = reveerere (1) A
Asal pengiriman/pemasukan barang : .......... . S 551 £ WS elcsnmnogs .
Tujuan penggunaan barang R P R (16)..viiiinnnn. s JERT———.
Rincian barang : —ee terlampir---= .

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagalmana,
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... 7 serta peraturan perundang-
~undangan di-bidang perpajakan .

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lam pirkan:

1 Rincian barang yang ditujukan untuk kepentingan umum yang dimintakan pembebasan bea
' masuk; -

- 2, : i s (18): s ssim 55
3. e teereririneeennni. dst

Demikian permohonan ~ini kami buat dengah sebenar-benarnya untuk dapat
dlpertlmbangkan '

o e (19) e
» et (20).......... )
* Tembusan: -

S T (21‘)....'.;.'...

www.jd‘ih.kemenkeu.’go.id ,,

(



-8 -

KOP SURAT PERMOHONAN

Lampiran Surat
Nomor ST P | ] oe
Tanggal S (8)eeeenrennn

RINCIAN BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
~ YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK

. PERUNTUKKAN -

o | oo | S| st | e | s | smamny | Rt
- ) [ , L © UMUM
. .(22).. © o L23). '..(24).. ..(25).. ..(26).. . bx.(2"7>).. .‘ o wal28) " (29)..
.......... (19)..00cue.
|
Lot (20).......... )

www.jdih.kemenkeu.go.id r [3



‘Nomor (1)
- Nomor (2)
Nomor (3.),
Nomor (4)
- Nomor (5)

Nomor (6)
i Nomigr (7)
- Nomor (8)

| Nomor (9)

_ Nomdr (10)

| Nomor (11)

- Nomor (12)

~ Nomor (13)

_'Nomor (14)

s 1 B

PETUNJUK PENGISIAN

diisi nomor surat permohonan

diisi nama kota tempat surat permohonan dlbuat _
diisi tanggal, bulan, dan tahun surat. pe‘rmo_honan dibuat.

diisi jumlah lampiran surat permohoﬁan..

diisi Képala‘ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai tempat pemasukan barang atau Kepala Kantor

Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah

- Daerah.
diisi Nomor Pokok WaJ1b PaJak (NPWP) 1nstan51 Pemermtah _
~ Pusat atau Pemerintah Daerah. _
diisi nama tempat domisili instansi Pémcrintah Pusat atau
'Pemerlntah Daerah. |

a. diisi nama importir atau Pihak Ketlga dalam hal barang'

d11mpor oleh Pihak Ketiga; atau

b. diisi plhak yang membawa barang, dalam hal barang

dibawa langsung sebagal barang bawaan penumpang darl |

luar negeri.

diisi Nomor Pokok Wa_]lb Pajak (NPWP) plhak tersebut pada_

Nomor (9).

diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (9).

- diisi nama, nomor telepon, dan' alamat email dari pejabat/
pegawa1/ pihak yang dapat - dlhubungl (contact person) dari
" instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Plhak '

Ketiga yang bersangkutan

diisi nama program/ proyek/kegiatan bei‘kaitan denganlbara'n‘g

impor yang ditujukan untuk Kepentmgan Umum yangv
dimohonkan pembebasan bea masuk.

- a. diisi “Pembehan .yang dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran

, dalam hal barang bersumber dari pembelian yang

dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Bélanja'

Negara (APBN);

www.jdih.kemenkeu.go.id



‘Nomor (15)

- Nomor (16) »

Nomor (17)

P Nombr- (18)

Nomor (19)
Norrilo'r (.

Nomor (21)
‘Nomor (22)

Nomor (23)

20)

04

b. diisi ‘;Pembelian yang dibiayéi' dengan Anggaran

| Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahuh Anggaran-
....”, dalam hal barang bersumber dari pembelian yang
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD); atau | . |

c. - diisi “Hibah dari ........ ”, dalam hal barang bersumber dar1

' Hibah dengan menyebutkan nama pember1 Hibah.

: diisi asal pengmman barang sesuai dengan_ ketentuan Pasal 2

Peraturan Menterl Keuangan ‘mengenai pembebasan bea

" masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau

Pemermtah Daerah yang ditujukan untuk Kepehtingén Umum

(impor dari luar daerah pabean, ir.np_or.'- mclahii Atemp‘at

penimbunan berikat, impor melalui kawasan ekonomi khus’uS ‘

impor melalui Kawasan Bebas, atau pemlndahtanganan dar1

penerima fasilitas pembebasan bea masuk lalnnya)

diisi penjelasan mengenai tujuan penggunaan barang impor
yang ditujukan untuk Kepéhtingan Umum.

diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuaﬁgaﬁinengenai

pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah

- Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk
. Kepentlngan Umum. ' |

o diisi daftar r1n(:1an nama nomor dan tanggal dokumen yang

dilampirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan
ayat (4) Peraturan Menteri Keuan_gan mengeneu pemb__ebas_an
bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau.
Pemerintah Daerah yéng ditujukan unfuk , Képehtingaﬁ
Umum. - SRS
diisi jabétan penandatangan suratlp‘erm,ohonan. ' |
diisi nama yahg menandatangani surat perm‘o_h_i)nah.
diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan.
diisi nomor urut. ‘ | |
a  diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
| (merk, tipe,. dimensi, _kapasitas, dll), dalam. hal bafang 7
selain kéndaraan bermotor; atau y © _'
b.  diisi jénis merek, tipe, nomor mesin nomor rangka,
kapas1tas mesin, dan tahun pembuatan dalam hal_

-barang berupa kendaraan bermotor

www.jdih.kemenkeu.go.id



Nomor (24)
- Nomor (25)
Nomor (26)

| - Nomor (2#) .

Nomor (28)

Nomor (29)

- 25 -

diisi jumlah barang.

diisi satuan barang sesuai ketentuan.

+x diisd perk1raan harga barang dalam mata uang asmg dengan e
. lncoterm Cost and Frelght (C&F) atau Cost Insurance Freight
.{CIF). '

diisi nama negara tempat barang berasal ! d1p1 oauks1

: -dllsl nama pelabuhan/ bandar udara tempat pemasukan atau‘

pembongkaran barang.

diisi peruntukan barang bagi Kepentihgan Umum. R
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 B. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN
" BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU
- PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
'NOMOR .......... i1, W '

, TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
* ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- KEPADA civrposssfhessssssens

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang - :a. bahwa sesuai. dengan hasil penelitian- terhadap surat

’ ' permohonan .......... (1) - Nomor ..... O ) T , diperoleh
kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas
impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum telah
‘memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan. se_bagalmana dlr'naksud‘
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut
Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan. Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari
Pemungutan Pajak Penghasilan' Pasal 22 Atas Impor Barang
Yang . Ditujukan Untuk Kepentingan Umum Kepada
Mengingat- ' Peraturan Menteri Keuangan Nofnor .......... (5)...
' - Peraturan Menteri Keuangan Nomor ........ ..(6)

Memperhatikan :
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK
: PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN
DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR -
BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA

~ PERTAMA- . Memberikan pembebasan bea masuk, tldak dipungut Pajak

% ‘ ‘Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
‘Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk
kepentingan umum yang bersumber .dari .........(9)........., kepada
......... 2)........., yang diimpor oleh: T

b. NPWP A< e (L [ —
c.” ~ Alamat R (12)eeeiniinannen. -

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, har ga negara asal, dan

pelabuhan/bandar udara*) tempat pemasukan tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

‘ Menteri ini. : A . :

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam
: - Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan di bidang impor.

'Www.jdih.kemenkeu.go.id -"
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KETIGA . : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dala'm‘ Diktum
PERTAMA diberikan dengan ketentuan - barang sebagaimana-
dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan .digunakan untuk =

......... (13)......... serta tidak untuk d1p1ndahtangankan dan/ atau

diperjualbelikan. ’
KEEMPAT . . Menunjuk pelabuhan/ bandar udara*) ......... (14)......... sebagai
. pelabuhan pemasukan serta .........(15)......... sebagai kantor pabean .

tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA L B Pemberian pembebasan bea masuk ini sewaktu-waktu  dapat
' v dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KEENAM : Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang ditujukan untuk

~ kepentingan umum sebaaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
diberikan selama 1 (satu) = tahun terhitung sejak tanggal
. ditetapkannya Keputusan Menteri ini. = PR &
-KETUJUH__ - : Pemindahtanganan atau perubahan tujuan penggunaan barang
' - impor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA. dilaksanakan -

_ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......... (5] PR o
'~ KEDELAPAN  : Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana diatur dalam
: Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......... (5)..........,  pembebasan

bea masuk yang telah diberikan dicabut dan atas impor barang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum' PERTAMA dipungut bea
masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai perundang- .
undangan di bidang sanksi adminsitrasi di bidang kepabeanan.

‘ KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini dlsampalkan kepada:
le  somssmm [ [ <) THE—— ,

3. Pimpinan ......... (2)eviann.

Ditetapkan di .......... 64 T

pada tanggal ....... D 3 | - | | s
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ......... 1 L2 ) PAV— ;

*) dipilih yang sesuai

www_jdih.kemenkeu.go.id t



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG YANG
DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK,
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PFNGHASILAN PASAL 22
ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Importir:
a. Nama O
b. NPWP D e antan v
G. Alamat R e
PERUNTUKKAN
JUMLAH | SATUAN | PERKIRAAN | NEGARA | PELABUHAN | BARANG BAGI
L. URAIAN BARANG BARANG | BARANG HARGA ASAL | PEMASUKAN | KEPENTINGAN
UMUM
_21).. (22).. (23).. (24).. .25).. .(26).. 27).. (13)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR ......... (19)..........

www.jdih.kemenkeu.go.id r
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" Nomor (1)

| Nomor (2)

. Nomor (3)

' NQr'rior (4)

" Nomor (5)

- Nomor (6)
Nomor (7)

. Nomor (8)

Nomor (9)

_"29  _

PETUNJUK PENGISIAN

diisi nomor Keputusan ‘Menteri Keuangan mengenai.

pembebasan bea masuk, tidak dipungu_t Pajak'.PeftaIInbahan

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualéri étaé _

Barang Mewabh, serta dlkecuahkan dari Pemungutan Pajak‘ |

Penghasﬂan Pasal 22 atas impor barang yang dltujukan untuk
Kepentingan Umum. ‘ ,
diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

yang diberikan pembebasan bea masuk.

.- diisi nama Jabatan pejabat/p1mp1nan yang menandatangam
g surat permohonan dan nama . instansi Pemermtah Pusat

'Pemerlntah Daerah atau Pihak Ketlga yang bersangkutan

diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemb‘ebasan bea |

'masuk

diisi nomor dan Judul Peraturan Menterl Keuangan mengena:
pembebasan bea_masuk atas 1mpor, barang oleh _Pemer_mtah

Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk:

' Kepentingan Umum.

diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan me'n‘g'evnai
perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang

dibébaskan dari pungutan bea masuk.

: diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
pémbayaran' atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang

impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

. diisi daftar j jenis dokumen nomor dan tanggal dokumen yang |

dilampirkan dalam permohonan pembebasan bea masuk A
a. diisi “Pembelian yang d1b1aya1 dengan» Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”-, dalarﬁ- hal -
barang berasal dari pembelian yang dibiayai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. diisi “Pembelian - yang - dibiayai dengan ‘Anggaran'
| vPehdapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, dalam hal
barang berasal dari pembelian yang dibiayai dengan-

‘ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau

www.jdih;kemenk'eu.go.id- \/



~ Nomor (10)

: Nomor (11)

Nomor (12) .

Nomor (13)

- Nomor (14)

- .Nom'(_)r (15) -

Nomor (16)

“Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)

- Nomor (20)

‘Nomor (21)

Nomor (22)

- 30 -

c. diisi “Hibah dari .e....”, dalam hal barang berasal‘dari__
Hibah deﬁgan menyebutkan nama pembéri Hibah.

a. diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemermtah
Daerah, dalam hal barang diimpor sendiri oleh:
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; | |

b. diisi nama importir atau Pihak Ketlga dalam hal barang

- diimpor oleh Pihak Ketiga; atau

e ) d11s1 plhak, yang membawa bararig’, ~dalam hall.bara,ng. ’

dibawa' langsung sebagai barang tentengan dari hiar- |
negerl . . | '
diisi Nomor Pokok Wajlb Pajak (NPWP) p1hak tersebut pada -
Nomor (10). '

diisi nama tempat domisili pihak tersebut péda Nomor '(10)._

- diisi uraian mengenai nama program/ prbye_k/ kegiatan yang -

menggunakan barang yang diberikan pembebaSari_ bea masuk,
dalam hal diperlukan - dapat'- ditambahkan keterangan
mengenai tempat/lokasi penggunaan barang. | |
d_iiéi nama pelabuhan/bandar udara_' tefnpat pemasukan atau

pembdngkaran barang.

- diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cuka1 atau

- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal tempat

pemasukan barang

-d11s1 daftar kementerlan/ lembaga atau instansi yang perlu'

diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

diisi kota tempat dltandatangamnya Keputusan Menten

Keuangan.

diisi tanggal ditandatanganinya Keputusan Menterl Keuangan
diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cuka1 yang_
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan. |

diisi nama pejabat yang menandatangam Keputusan Menterl

’ Keuangan

d'1131_ nomor urut barang.
a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
. (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal bar.ang

‘selain kendaraan -bermotor; atau

www.jdih.kemenkeu.go.id t (\



- Nomor (23)
 Normior (24)
Nomor (25)
" Nomor (26)
Nomor (27)

s 31 =

b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,

kap’.asitas mesin, dan tahun  pembuatan, dalam hal

- barang berupa k_endéraan. bermotor.

. diisi jumlah barang.

diisi satuan barang. |
diisi perkiraan harga barang.

diisi negara asal barang.

diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau

'pembongkaraﬁ vb'afang.

www.jdih.kemenkeu.go;id T
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P
~ CONTOH FORMAT PE.R'MOHON'AN PENY“‘LESAIAN'KEWAJIBAN PABEAN
ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN

- PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN

KOP SURAT PEMOHON

Nomor -G E— (L)sssnimenss
Lampiran @ .......... (4)sssnsonss
" Hal : 1 Permohonan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Barang Untuk

Kepentingan Umum Yang Telah Diberikan Pembebasan Bea
Masuk Dengan Cara Dipindahtangankan

Yth. Menteri Keuangan
" melalui.........(5) ..o

, Yangberténda tahgan di bawah ini, kami pimpinan dari:-

ao g

Nama Instansi _ § GRS e SRR AR (B)suis s imvasslmmisssnssanonsmnsisss
NPWP | S, SIS s DO ISR
Alamat - B R WP — (=) FE USRS
Pihak yang dapat dihubungi  :  ...cccccvvvieeeennnn. T — (<) T O

dengan ini mengajukan permohonan agar barang impor yang ditujukan untuk kepentingan umum
yang telah diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
‘Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian barang sebagaimana terlampir, dapat disetujui untuk
dapat diselesaikan: kewapban pabeannya dengan. cara dipindahtangankan kepada:

- . Nama’ _ . LI (L0)iscnsmsmmsonsnpsstoniborsmmmpanamss
- NPWP QT T——— A——— 5 ) TS
. Alamat ' . O e o T —
sebagai .......... ) — '

Adapun alasan kami melakukan pemindahtanganan adalah .......... (14)..........

« e (15).rennn.
Contama .
(cronns ‘....(1l6:)..' ........ )

www.jdih.kemenkeu.go.id { 0
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KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat

NOFHOE =~ & svemsmmns [ N—
Tanggal  : ... (B)isvsna
RINCIAN BARANG YANG DIMOHONKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
" DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN
, : ' ' ' KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN KANTOR PEMBERITAHUAN

: JUMLAH | SATUAN | PERKIRAAN | _ MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK NEGARA PABEAN PABEAN

e F » SRR BARANG | BARANG | HARGA | [OSTARIF : ASAL TEMPAT : :

' : NOMOR TANGGAL | NO.URUT . PEMASUKAN | NOMOR | TANGGAL
7). ..(18).. .(19).. ..(20).. 21 .(22).. .(23).. .(24).. .@25).. ..(26).. .27).. .(28).. .(29)..
........ (15)ceennn.

* www.jdih.kemenkeu.go.id
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Nomor (1)

* Nomor (2)

Nomor (3)- |

- Nomor (4)

- Nomor (5')>

Nomor (6)

Nomor (7)
; Nomér- (8)
Nomor (9)

Nom.or (10)
“Nomor (11)

'v‘Nomo‘r (12)

- Nomor (13)

Nomor (14) -

* Nomor (15)
v' Nomor ‘(16)
Nomor (17)

‘Nomor (1:8)

-84 -

PETUNJUK PENGISIAN

dllSl nomor surat permohonan
diisi nama kota tempat surat permohonan dlbuat
diisi tanggal : surat permohonan dibuat.

diisi Jumlah lampiran surat permohonan

diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan -

Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan C-ukai tempat pemasukan atéuv Kepala. Kantor

Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat perriasUkah barang.

diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

yang mengajukan permohonan penyelesaian 'kewajiban'

pabean dengan cara dipindahtangankanb.

- Pemerintah Daerah yang bérsa_n’gkutan. _

Pemermtah Daerah yang bersangkutan

d11s1 nama dan nomor telepon pejabat/pegawal/plhak yang'v_

dapat dihubungi (_contact person) dari- instansi Pemerlntah_
Pusat atau Pemerintah Daerah yang befsangkut.an.“, o
diisi nama penerima barang.

diisi Nomor Pokok Wajib Pajak penerima barang. '

diisi nama tempat domisili penerima barang.

a. diisi “selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk”,

dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada selain

penerima fasilitas pembebasan bea masuk; atau

“b. diisi “penerima fasilitas pembebasari bea masuk”, délam

- hal pemindahtanganan - ditujukan .__kepadaj '.'sesar_ﬁa .

penerima fasilitas pembebasan bea masuk.
diisi alasan dilakukan pemindahtanganan. =~
diisijabatan penandatangan surait permohonan. '
diisi nama yang menandatangani surat _péfmohonan.

dllSl nomor urut baranc

a' diisi uraian jenis barang dan spesifikasi tekms barang-‘

yang akan diselesaikan kewajiban pabeannya (merk, tipe,
dimensi, kapasitas, dll), -dalam hal barang selain

kendaraan bermotor; atau

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Nomor (19)
" Nomor (20)
| _Nomor (21)
Nomor (22)
~ Nomor (23)

- Nomor (24)

- Nomor (25)

Nomor (26)
) Nomor (27)

Nomor (28) -

- Nomor (29)

_35-

b. diisi jenis, merek t1pe nomor mesin, nomor rangka,

kapasitas mesin, dan tahun pembuatan barang yang
akan diselesaikan kewajiban - pabeannya, .dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor. | - |
diisi jumlah barang.
diisi satuan barang.
diisi perkiraan harga barang.
diisi nomor pos tarif / HS.

diisi nomof Keputusan Menteri Keuangan mengenal

pembebasan bea masuk, tldak dlpungut Pajak Pertambahan |
| Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas

. Barang' Mewah, serta dikecualikan dari pemungutaﬁ_ ’Pajakv "

Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk K_epenfingan

Umum.

diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan - mengenai

pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak P_e_i‘tamb_ahan

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas

Barang 'Mewah, serta dikecualikan dari peinun‘gutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untu_k Kepentingan
Umum. |

diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuan_gan

mengenai pembebasaﬁ bea  masuk, tidak dipungut Pajak
_ Pertambahan N11a1 atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
' vpenjua_lan atas Barang Mewah, serta dlkecuahkan dari

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal o) atas 1mpor barang :

untuk Kepentingan Umum.
diisi negara asal barang.

diisi nama kantor pabean tempat pem‘asukan bararig

: diisi nomor pemberltahuan pabean dari barang impor terkait.

diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberltahuan Pabean dari -

barang impor terkait.

‘www.jdih.kemenkeu.go.id ¥
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. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PERSETUJUAN ~ PEMINDAHTANGANAN ~ ATAS BARANG  UNTUK

- KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBAS’AN. BEA
MASUK DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN_

PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .......... (1)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK ..........(2).......... .

KEPADA

.......... (3).......... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR

'BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

Menimbang

Mengingat -

| Memperhatikan :

Menetapkan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, |

a. bahwa sesuai dengan hasil penelitiaan terhadép surat

permohonan .......... 2 [ Nomor .......... (] [ — , diperoleh

kesimpulan ‘bahwa permohonan pemindahtanganan barang
yang ditujukan  untuk - kepentingan umum  kepada

.......... (3).......... telah memenuhi persyaratan untuk dapat»

- diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana d1maksud.

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan - Menteri
Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang

JImpor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak

Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan

Nilai Dan ' Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta

Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Atas Barang Untuk Kepentingan Umum Milik ..... ST .0 | I —
Kepada .......... ) PR - Dengan Disertai Kewajiban Membayar
Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor e (6] [Eram— :

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (0} siions :

3. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(8).......... :

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......... () —— :

L.  ceneisise (10)sssemsi5 ;

R T dst;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN

PEMBEBASAN - BEA  MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN

. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN

DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL. 22 ATAS
'BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK . ........ S, ) AR
KEPADA .......... (S snasis DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN

MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM 'RANGKA IMPOR

YANG TERUTANG.
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PERTAMA

- KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-37 -

Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor ditujukan

untuk kepentingan umum yang mendapatkan pembebasan bea

' masuk, ' tidak dipungut Pajak. Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan - Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta

dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 milik:

.a. Nama. ¢ ocssesbamimsmmimssssmme {2) socommmndiouns s Bnistisysnns e
'b.  NPWP : .o — — (I onmemtpmansmmnmnsomes
€ AlEIEh § s (BB o sommnnasmsn ssemmmmon sumans
kepada: ’ -

a. Nama : ......... S RARIEE TS, - | AN R ————
Be NPWP. & oo, O -, T
B, . Alafiat ¢ seoniememeivmmsmrssmm (14)iieiiiiiiinnrenioneinrneeniienns

dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam

rangka impor yang terutang, dengan rincian jumlah dan jenis barang
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pembayaran kewajiban sebagalmana d1maksud dalam D1ktum-

PERTAMA dilakukan dengan mendasarkan pada

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari

' terhltung se_]ak tanggal dltetapkan

Salinan Keputusan Menter1 ini d1sampa1kan kepada

Ditetapkan di .........(17)..........

pada tanggal ........... (18).......... o
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .......... (L) ;
.......... (56 ) R

Www.jdih.keme_nk‘eu.go‘.id (/

i



-38 -

LAMPIRAN '
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
. TENTANG ’ . ]
- PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR . YANG “MENDAPATKAN

PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG
UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .......... (7] [ —— KEPADA .uvosvwiv 1< | M— DENGAN
TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
.DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

] : POS TARIF/HS, | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN KANTOR PEMBERITAHUAN
' JUMLAH | SATUAN NILAI | TARIF BM, CUKAL, | TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK PABEAN PABEAN
NO. | URAIANBARANG | papanG | BARANG | PABEAN | PPN, PPnBM, PPh [ HBCARA ASAL TEMPAT
% i PASAL 29 NOMOR | TANGGAL .| NO.URUT PEMASUKAN | NOMOR ‘| TANGGAL
-21).. -(22).. .(23).. (24).. (25).. .(26).. 27).. L28).. | .(29).. .(30).. @) 32, | .33

Can. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- KEPALA KANTOR .......... (19).......... ,

“www jdih.kemenkeu.go.id
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Nomor (1) |

Nomor (2)

: Nomor (3)

 Nomor (4)
Nomor (5)

- Nomor (6)

- Nomor (7)

' Nomor (8) _

Nomor (9)

Nomor (10)
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PETUNJUK PENGISIAN

diisi = nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai

perSetujuan pemindahtanganan ‘barang 1mpor yang

’ mendapatkan pembebasan bea masuk, t1dak dlpungut Pajak
Pertambahan - Nilai atau Pa_]ak Pertambahan Nilai dan Pajak

| "Penjualan atas Barang Mewabh, serta dlkecuahkan dari -

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk

Kepe‘ntingan Umurn dengan disertai keWajiban membayar bea

masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. |

diisi nama instansi Pemerintah Pusat ataul Pemerin_tah Daerah
yang diberikan pérsetujuan pemindahtanganan.-

diisi nama pihak yang menerima pemindahtanganan barang.
diisi jabatan pejabat/pimpinan instansi Pemerintah vPL.lsat',
Pemerintah Daerah yang menandatangani surat permohonan.
diisi nomor dan tanggal = surat permohonan

peniin‘dahtanganan

:_. diisi nomor dan Judul Peraturan Menten Keuangan mengena1
: Vpembebasan bea masuk atas 1mp0r barang oleh Pemerlntahv '
Pusat atau Pemermtah Daerah yang dltuJukan untuk .

'Kepentmgan Umum

diisi nomor dan judul Peraturan Menten Keuangan mengenal

perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang

dibebaskan dam pungutan bea masuk.
diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Ke'uangan' mengenai

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan

pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang'

impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

":_diisi nomor dan jl,idul Keputusan Menteri Keuangan mengenai
- pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh v

' Pemerintah Pusat atau Pemerlntah Daerah yang ditujukan

untuk  Kepentingan Umum . yang akan dllakukan

pemindahtanganan.

diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dok_u_men yang:

perlu dicantumkan apabila diperlukan.

~ www.jdih.kemenkeu.go.id



- Nomor (11)

Nomor ‘( 13)
Nomor (14)

" Nomor (15)

~ Nomor (16)

Nomof (17)
Nomor (18)

" Nomor (19)

. Norrior (20)

.Norhor (2 1)
‘Nomor (22)
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. diisi Nomor Pokok Wa_]lb Pajak instansi Pemerlntah Pusat atau
. _Pemermtah Daerah yang bersangkutan

| _'NOmdr‘(_iQ) e

dus1 nama tempat domisili 1nstan31 Pemerintah Pusat atau :

Pemermtah Daerah yang bersangkutan |

diisi Nomor Pokok Wajib Pajak p1hak yang akan menerlma

pemindahtanganan barang. |

diisi nama tempat domisili pihak yéng akan ménerima

pemindahtanganan barang. | |

a; diisi “klasifikasi, pembebanan, dan n11a1 pabean pada
dokumen pemberitahuan pabean padé_l saat., impor
barang”, dalam hal barang selain kendaraan be'rmotor‘
~dan kendaraan bermotor pemihdéhtanganan ‘dilakukan
sarripai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

' pembentahuan pabean; atau

. b.. diisi “klasifikasi dan pembebanan pada dokumen@

~ pemberitahuan pabean pada saat impor dan nilai pabean o

’.yang berlaku  pada saat kendaraan bermotor
dipindahtangankan_”, dalam  hal '_barang: _béfu’pa
kendaraan bermotor pemindahtanganan -dilakukan

setelah 5 (lima) tahun terhitung  sejak tahggai_

pemberitahuan pabean | v o
diisi para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan
Menteri Keuangan. | | -

diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan

diisi tanggal' bulan, dan tahun dltetapkannya Keputusan . -

" Menteri Keuangan.

d11s1 nama Kantor Wllayah Dlrektorat Jenderal Bea dan Cukal '

| "atau Kantor Pelayanan Utama Bea: dan Cukal yang‘.“

menerbltkan Keputusan Menteri- Keuangan. .

diisi nama pejaba_t yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.

diisi nomor ur ut barang.

a diisi uralan jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang

selain kendaraan bermotor; atau

www_jdih. kemenkeu.go.id f (b'



Nomor (27)

Nomor (28)

Nomor (29)
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b. diisi jenis, merek, lipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupé kendaraan bermotor.

diisi jumlah barang.

diisi satuan barang.

diisi nilai pabean dalam rupiah.

diisi pos HS, tarif bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh

Pasal 22.

diisi nomor Keputusan Menteri

Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan
Umum.

diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan . mengenai
pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualah atas
Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan
Umum.

diisi nomor urut barang pada Képutusan Menteri Keuangan
mengenai pefnbebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
untuk Kepentingan Umum.

diisi negara asal barang.

diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.

diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkaif.
diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari

barang impor terkait.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 'MENGENAI

' PERSETUJUAN  PEMINDAHTANGANAN  ATAS BARANG UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK =
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
_ NOMOR .......... (1) _

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 -
ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .......... (D) smisemonn ;

KEPADA .......... (3)eeennnnn DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR
BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang  : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitiaan terhadap surat

S permohonan .......... (4)eeeeennnn Nomor .......... 1) — , diperoleh
kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan barang
- impor yang ditujukan untuk kepentingan umum kepada
sesama .penerima pembebasan bea masuk dengan tidak
disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam
rangka impor yang terutang telah memenuhi persyaratan :
untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam ‘huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang
Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak
Dipungut- Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan
Nilai Dan - Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta
Dikecualikan Dari Pemungutan' Pajak Penghasilan Pasal 22

Atas Barang Untuk Kepentingan Umum Milik ..........(2)......... :
Kepada .......... (5] [NE—— Dengan Tidak Disertai Kewajiban
Membayar Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor -Yang .
_ ' _ " Terutang; o =
Mengingat . Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... [(6) T :
' 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (7)iicsmsasss ;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... =7 |SH—— i
4.  Keputusan Menteri Keuangan NOMOL . uvvvuues {9) sty ;
: 5. Keputusan Menteri Keuangan No.morv ......... (10).icntais;
Memperhatikari a0 i ¢ s {1 8y Po—— : '
: I dst;
: : o _ MEMUTUSKAN
: Me_n_etapkan .+ KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN

PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN .
PEMBEBASAN BEA MASUK, ' TIDAK DIPUNGUT PAJAK
' PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
'PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN
DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  ATAS
BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK ..........(2)..........
KEPADA .......... 1) IE— DENGAN TIDAK DISERTAI . KEWAJIBAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
YANG TERUTANG.

Www.jdih.k’emenkeu.go.id{_’" A



- -43-

PERTAM'A‘ '+ Memberikan persetujuan pemmdahtanganan barang impor dltujukan .
-~ . untuk kepentingan umum yang mendapatkan pembebasan bea
masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
- dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 milik:

a. Nama : ........ [T SRR — (2 s imein b st s
b.  NPWP : ... M. S b PP ST _
. Alamat : (13)

kepada: ' ' .

d. Nama | csesnsmsmsaniommmmssmdisn {B)itissemurmmmesmri it

e. NPWP : ... L. L. . . PN S S

f. CAlamat @ e, ) T

dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak
dalam rangka impor yang terutang, dengan rincian jumlah dan jenis
barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan.
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap barang impor - sebagaimana dimaksud dalam letum
' PERTAMA yang pada waktu impor bea masuknya telah dlbayar tidak
dapat diberikan restitusi. '

- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekehruan dalam Keputusan |
' . Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. :

KEEMPAT. - : Keputusan Menteri ini mulai -berlaku pada_ tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini dlsampalkan kepada

Ditetapkan di .......... (L7 )consnmina

pada tanggal ........... (18)..._.....;.
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .......... (19) .......... 5
.......... (20).¢s555

- www.jdih.kemenkeu.go,'id T (\
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" LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG . .

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN

" PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK .
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK - PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN  PASAL 22 ATAS BARANG
UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .......... (2)smssmnss KEPADA .......... (3)snssins DENGAN
TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA

) IMPOR YANG TERUTAN G

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

KANTOR

- o . PEMBERITAHUAN
JUMLAH | SATUAN | PERKIRAAN | .. TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK | NEGARA PABEAN PABEAN -
NG, UBATAN BARANG BARANG | BARANG HARGA FOB TARIF | ASAL  TEMPAT '
i v . _ NOMOR' | TANGGAL | NO.URUT . PEMASUKAN | NOMOR | TANGGAL
-21).. (22).. (23).. (24).. (25).. .(26)... -27).. ©(28).. (29).. -(30).. .(31).. L3200 | .63).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .......... [ £2) TR ;

_www_.jdih.ke_mehkeu;go.i‘d -_



| No‘mor (1)

- Nomor (2)

‘Nomor (3) ;

Nomor (4)

Nomor (5)

‘Nomor (6)

Nomor (7)

 Nomor (8)

Nomor g . <=
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PETUNJUK PENGISIAN

diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai . -

persetujuan = pemindahtanganan barang impor- yang
’ mc'ndapatkan' p.erhbe'bas'an_ bea masuk,' tidak dipungut Pajak

PertamAba‘han Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pa'jak. N

Pehjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk

Kepentingan Umum dengan tidak disertai kewajlban

membayar bea masuk dan pajak dalam rangka 1mpor yang

terutang.
diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Dacra‘h

yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.

diisi nama instansi /kementerian/lembaga/pihak  yang

menerima pemindahtanganan bafang.

. diisi jabatan pejabat/pimpinan instansi Pemerintah Pusat,
. Pemerintah Daerah yang ménandatanga_ni surat permb_honan.‘

1 diisi . nomor - dan tanggal surat  permohonan

pemindahtanganan

diisi nomor dan judul Peratu1 an: Menterl Keuangan mengena1

pembebasan bea masuk atas 1mpor barang oleh Pemerintah |

Pusat atau Pemerintah Daerah :yan_g ‘d1tuJuklan.. untuk

Kepentingan Umum.

dus1 nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenax

per lakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenJualan atas

Barang ‘Mewah atas impor barang kena pajak yang

dibebaskan dari pungutan bea masuk.

diisi nomor dan judul Peraturan Menteﬁ‘ Keuangan mengenai
: pemungﬁtan' Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
' pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang
- impor atau kegiatan‘ usaha di bidang lain '

diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai .

pemberian pembebasan bea. masuk atas impor barang oleh
Pemerintah Pusat atau Pemermtah Daerah yang d1tu1ukan

untuk Kepentmgan Umum yang  akan - dilakukan

’pemindahtangéxnan.
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~ Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor(14)
. Nomor (15)
~ Nomor (16)

“Nomor (17)

Nomor (18) |

- Nomor (19) |

Nomor (20)

N‘omOf_ (21)

~ Nomor (22)

‘Nomor (23) ,

Nomor (24)
"Nomor (25)
- Nomor (26)

-kementerlan/ lembaga/ p1hak yang . F akan

- 46 -

1 -diisi nomor dan judul Képutusan Menteri_‘ Kéuangan ‘mengenai. '

pembeman_ pembebasan bea masuk kepada instansi/
'me_nerim_a'
pemmdahtanganan barang.

diisi daftar jenis dokumen nomor, dan’ tanggal dokumen yang

perlu dlcantumkan apabila dlperlukan

"o diisi Nomor Pokok Wajib Pajak 1nstans1 Pemerlntah Pusat atau' .

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah Yang bersangkutan. . ' |

diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/kementerian/

' lefnbaga'/ pihak yang akan menerima pemihdaht_angélnar_i ‘
- barang.’ A A ‘ ’

: ‘diisi nama -terripat domisili binstansi/kem‘enter'ian/ lémbaga/ B

plhak yang akan menerima pemmdahtanganan barang.

'd11s1 para plhak yang perlu d1ber1kan sahnan Keputusan :

Menter1 Keuangan

diisi kota. tempat ditetapkannya Keputusan Menter1 Keuangan

: 'd1‘1s1 tanggal, bulan, dan tahun d1tetapkannya Keputusan-

Menteri Keuangan.
diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dari Cukai
atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang

menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

diisi narha pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri -

' Keuangan.

d11s1 nomor urut barang _

a. diisi uraian _]CI‘IIS barang dan spe31ﬁka31 tekms barang

' (merk, tipe, dimensi, kapas_ltas, dll) dalam hal barang-
selain k_endai‘aan bermotor; atau , ‘

b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor ‘rahgka,‘b
kapasitas. mesin, dan tahun 'pembﬁataﬁ,,..dalam ‘hal
bar'ang berupa kendaraan bermotor. | o

diisi jumlah barang. |

diisi satuan barang.

diisi perkiraan harga barang.

d_iisi nomor pos tarif/HS.

“ www.jdih.kemenkeu.go.id " |



Nomor (27)

Nomor (28)

Nomor (29)

~ A7 -

diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk, tidak'dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan
Umum.

diisi tanggal " Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepenﬁngan
Umum. _

diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atéu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atés Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal-22 atas impor barang
untuk Kepentingan Umum.

diisi negara asal barang.

diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.

diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.
diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari

barang impor terkait.
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